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ABSTRAK: 

 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari dikeluarkannya PER Nomor PER-

03/PJ/2022 dan PER-11/PJ/2022 yang memfokuskan kepada pengkreditan Pajak 

Masukan pada beberapa Wajib Pajak di Bekasi tahun 2022. Teknik yang dipakai adalah 

pengisian kuesioner bagi 70 perwakilan Wajib Pajak atau karyawan bagian perpajakan 

yang bekerja pada perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 

17. Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa perubahan kebijakan dan kewajiban 

perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa 

perpajakan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya dijelaskan atau diperinci 

kebijakan – kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan 

terkait kejelasan pada setiap kewajiban perpajakan yang nantinya akan mengurangi 

jumlah sengketa perpajakan yang ada. 

 

Kata  Kunci:  Kebijakan Pemerintah, Tanggung Renteng, Pajak Pertambahan Nilai, 

Sengketa Perpajakan 

 

ABSTRACT: 
 
 
 

 
This study was conducted to see the effect of the issuance of PER Numbers PER- 

 

03/PJ/2022 and PER-11/PJ/2022 which focuses on crediting Input Taxes to several 

registered taxpayers in Bekasi in 2022. The technique used is filling out a 

questionnaire for 70 representatives of Taxpayers or employees of the tax department 

who work for the company. This research  is a type of descriptive research  with a 

quantitative approach. The data analysis method used in this study is multiple linear 

regression analysis using the SPSS program 17. The results of this study indicate that 

changes in tax policies and obligations have a significant influence on the settlement 

of tax disputes. The implication of this research is that it is necessary to explain or 

detail new policies issued by the Tax Authority regarding  the clarity of each tax 

obligation which will reduce the number of existing tax disputes. 

 

Keyword: Government Policy, Joint Responsibility, Value Added Tax, Tax Disputes
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 

Sebagai salah satu sumber penerimaan baik di negara Indonesia maupun di 

negara – negara lain. Pajak sangat menjadi perhatian, dimana menjadi 

penyumbang yang cukup besar bagi negara. Hal ini dibuktikan bahwa di negara 

Indonesia sendiri pada semester pertama di tahun 2022, pajak sudah mencatat 

realisasi penerimaan sebesar 868,3 triliun rupiah atau mencapai 58,5 persen dari 

target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 senilai 

1.485 triliun rupiah. Seperti diketahui, target itu sudah dinaikkan oleh 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 17,39 persen dari 

yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) senilai 1.265 triliun rupiah. 

 
 

Jumlah penerimaan tersebut di atas, diperoleh dari Wajib Pajak yang 

melakukan penyetoran sesuai dengan kewajiban perpajakan yang ditetapkan di 

negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, dikenal ada beberapa kewajiban 

dalam bidang tersebut. Salah satu diantara kewajiban perpajakan yang ada di 

Indonesia tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) 

atau dalam istilah asing dikenal sebagai Value Added Tax. 

 
 

Pada praktiknya, dalam proses penerimaan PPN sering dijumpai perbedaan 

pengakuan antara Wajib Pajak dengan fiskus yang mana salah satunya adalah 

Wajib Pajak sudah mengkreditkan atau mengakui Pajak Masukan dan 

melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) Masa PPN 

Wajib Pajak tersebut, sementara pihak fiskus berpendapat bahwa, Wajib Pajak 

seharusnya tidak boleh mengkreditkan terlebih dahulu Pajak Masukan tersebut 

dikarenakan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak 

(selanjutnya disebut PKP) Penjual belum dilaporkan dan disetorkan PPNnya
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dalam SPT PPN PKP Penjual. Akibat dari perbedaan ini, pihak fiskus akan 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PKP Pembeli dengan meminta 

mengirimkan bukti – bukti yang menguatkan pengkreditan Pajak Masukan 

tersebut. Apabila PKP Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti – bukti tersebut 

sampai batas waktu yang ditentukan, pihak fiskus akan melakukan koreksi atas 

Pajak Masukan yang telah dikreditkan disertai dengan sanksi administrasi 

(apabila ada). Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 16F Undang 

Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, yang menyebutkan “Sesuai  dengan 

prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa  dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah adalah  pada  pembeli atau 

konsumen barang  atau  penerima  jasa.  Oleh karena  itu sudah  seharusnya 

apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab 

renteng atas pembayara pajak yang terutang apabila  ternyata bahwa pajak 

yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa 

dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah 

melakukan   pembayaran   pajak   kepada   penjual   atau   pemberi   jasa.”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya PKP Pembeli menanggung PPN 

yang belum atau tidak dapat ditagih kepada penjual. Hal ini yang menjadi dasar 

bagi fiskus untuk melakukan koreksi Pajak Masukan yang telah dikreditkan. 

 
 

Memang untuk pembuktiannya sendiri, PKP Pembeli hanya harus 

menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran penuh kepada PKP Penjual 

atau pemberi jasa. Namun, hal ini dirasa sangat merugikan bagi PKP Pembeli 

baik dari segi cashflow maupun dari segi waktu, dimana PKP Pembeli masih 

harus mengkonfirmasi kepada PKP Penjual terkait Pajak Keluaran tersebut 

telah dilakukan penyetoran atau belum. Hal ini akan dirasa mudah jika PKP 

Pembeli hanya mempunyai beberapa lawan transaksi. Namun, bagaimana jika 

harus melakukan konfirmasi ke banyak lawan transaksi. Hal ini akan sangat 

memberatkan, dimana hak PKP Pembeli hanya menerima barang atau 

penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh lawan transaksi dan berkewajiban 

melunasi pembayaran penjualan barang atau penyerahan jasa dari lawan 

transaksi ditambah dengan PPN yang semuanya ditagihkan menggunakan 

dokumen resmi. Yang pada akhirnya mengakibatkan pihak fiskus melakukan 

koreksi atas PPN yang tidak seharusnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
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Masa PPN. Sengketa ini sering dialami para Wajib Pajak mulai dari 

dikirimkannya Surat dari kantor Pajak, maupun sengketa Pemeriksaan, 

sengketa Keberatan, bahkan sampai sengketa Banding di Pengadilan Pajak.
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